BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017
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DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa Lkali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tenta‘ﬁg Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala
daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan
vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2016;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaran Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor A851):

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi  Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango danKabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan lLembaran Negara Republik [ndonesia

Undahg—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunarn  Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211:
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan
Nenangan Antara Cemerviniab Pnsat dan pemerimiahan Daerah
(Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.38);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Repuiblik Indonesia Nomaor 5234);
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danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049).

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telahdirubah beberapa kali terakhir
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dengan  Undang UndansNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara

Kepublik Indonesia Nomoi 56 /9);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerdh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136. Tambahanlcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005, Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo1 139,
Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):
Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahanl.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Namor A5 Tahin 2005 fentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(lLemharan Negara Republili Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

. Peraturan  Pemerintalh Nomor 75 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penvelenggaraan
Pemerintahan Daecrah (Tambahanbembaran Negara Republik
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Republik Indonesia Nomor H90);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 8  Tahun 2006  tentang

X,

PelaporanKeuansan clon Kinerja [nstansi Pemerimtah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):

Peraturan  Pemeritalh - Momor 71 Tahun 2010 tentang

StandarAkuntansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Daecrah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2017

22. P(-}l‘éli;ll"dl] Daecralh Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun 2017

23. Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa Ikali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

24. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

Noiici 05 Tahun 2017 teritang Penjabaran
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2017,
Dengan FPerserujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATIEEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017,

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
h. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
c. Net'aca;

1. Laporan Operasional;

-~

D]

. Laporan Arus kas;

. Laporan Perubahan Ekuitas: dan

g. Catatan atas Laporan keuangan.




(2) Laporan Lkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a tahun anggaran 2017 sebagaiberikut:

a. Pendapatan Rp.871 081.755.716,34
h. Belanja (Rp.893.701.137.577,60)
Defigit (Rp. 22.619.381 861 26)

c. Pembiavaan

- Penétimaan Rp.66.830.672.300,17
- Pengeluaran (Rp.7.500.000.000,00)
Pembiavaan Netto Rp.59.330.672.300,17
'asal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud cdalam
Pasal 2 sebagai berikut:
(1) Selisih - anggaran  dengan  realisasi pendapatan sejumlah

Rp.24.940.852.229.86, dengan rincian sebagai berikut:

2. Anggaran nendapatan cetelah
perubahan Rp.896.022.607.946,20
b. Realisasi Rp.871.081.755.716,34
Selisih lebhih Rp. 24.940.852.229.,86

(2) Selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  sejumlah
Rp.60.578.169.518.77 dengan rincian sebagaiberikut:

a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp.954.279.307.096,37
h. Realisasi Rp.893.701.137.577.,60
Selisih lebih Rp. 60.578.169.518,77

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
Rp.35.637.317.288.91 dengan rincian sebagai berilkut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(58.256.699.150,17)

1. Realisasi Rp. (22.019.381.801.20)
Selisih Rp. (35.637.317.288,96)

(4) Selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiavaan

sejumlahRp.73.973.150,00 dengan rincian sebagai berikut:



a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp.66.756.699.150,17
b. Realisasi Rp.66.830.672.300,17
Selisih kurang Rp. (73.973.150,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiavaan
sejumlah Rp. 1.000.000.000,00, dengan rincian sebagai
berikkut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Selelah perubaian Rp.8.500.060.0060,60
b. Realisasi Rp.7.500.000.000,00
Selisih Rp.1.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiavaan neto sejumlah

Rp.1.073.973.973. 150,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayvaan netto Ep. 58.256.699.150,17
h. Realicasi Rn, 50 2330472 300 17
Selisih Rp. (1.073.973.150,00)

Pasal 4
Neraca sebagai mana dimaksud pada Pasal 1 huruf c¢ per 31

Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp. 1.191.461.562.507,22

b. Jumlah kewajiban Rp. 23.068.786.742,58

¢. Jumlah ekuitas dana Rn. 1.168.392.775.764 64
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal perl Januari

=

Tahun 2017 R
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6.833.578.216,17

50.524.870.593,74
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b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.
c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non-keuangan Rp.(180.644.252.455,00)
d. Arus kas dari aktivitas

pendanaan Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktivitas

Transitoris Rp. (2.581.239,00)




lk. Saldo kas akhir per 31 Desember
tahun 2017 Rp. 36.711.615.115,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf

d per 31 Desember 2017 terdiri atas;

a. Pendapatan Rp. 789.053.279.971 ;61
b. Beban Rp. 689.632.981.5663,16
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan

Operasional Rp. 69.420.298.408,45
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan

Non Operasional (Rp. 6.929.165.596,00)
e Surplusg/Defisit

Laporan Operasional Rp. 61.5634.865.359,45

Pasal 7

Laporan Pernthahan Salda Angesran [ebih sebagaimana dimaksud

dalam pasal 1 hurul ¢ per 31 Desember 2017, terdiri atas;

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 66.756.699.150,17

bh. Penggunaan SAIL Rp. 66.830.672.300.17

e. Sisa Lebih Pembiavaan Angegaran Rp. 36.711.290.438,91

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 36.711.290.438,91
"asal 8

Laporan Perubahan Ckuitas sebagiaman dimaksud dalam Pasal 1

hurafl (per 31 Desember 2017, (ordiri atas:

a. Ekuitas Awal Rp. 1.156.054.759.916,05
. Surplus/ Delisi .0 Rp. ©1.5334.865.359,48

c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. (49.196.849.510.86)
d. Ekuitas Akhir Rp.1.168.392.775.764.64

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 10

Pertanggungjawaban palaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraruran Daerah ini,

lLaporan Realisasi Anggaran
Ringliasan  Laporan  Realisasi  Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
Nrganisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan. belanjadanpembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
daerah menurut urusanpemerintahan daerah,
organisasi, program dankegiatan.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam
keranglka Pengelolaan Keuangan Negara,
Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan
Periahatan:

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daltar keglatan-kegiatan vang belum
diselesaikan  sampai  akhir tahun dan

anogaran

diarrooarlan leamhali dalam tabhuan
Arrgaarioan cadain talin anggsran

hevilkutny a;

‘Neracas

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

‘Laporan Periibahan Saldo Anggaran Lebih;
‘Laporan Perubahan Ekuitas:

(Catatan atos Lanoran Keuyangan




Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungiawabai elahsanaan APBD  sebagai rincian lebih

lanjut dari pertanggungjawiaban pelaksanaan APBD.

"asal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

LIElET A,

Diundangkan di Suwawa
: Al

Pada tang

Plih. SE RIA DAERAH KARTIPATEN RONE ROLANGO

Drs.E¢. TANWIR M. ALI, MMP

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. NIP. 19601220 199203 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR




